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PUTUSAN
Nomor 531 K/Pid.Sus/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, telah

memutus perkara Anak:

Nama . ANAK;

Tempat lahir . Malaysia;

Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 31 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal . Kabupaten Pinrang;

Agama . Islam;

Pekerjaan . Tidak ada;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak
tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Anak tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pinrang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut;
Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
Ayat (2) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pinrang tanggal 7 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana mengambil
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat

melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,
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dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2)
KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Anak
berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap
ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi merek Polytron 24 inchi warna hitam beserta
remotnya,;

- 2 (buah) tabung gas 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 12/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Pin, tanggal 21 Agustus 2019 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam
keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Anak
dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli
Makassar selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai
Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
(BRSAMPK) Toddopuli Makassar yang dijatuhkan;
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4. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara
Pinrang untuk ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli
Makassar;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi merek Polytron 24 inchi warna hitam beserta
remotnya;

- 2 (buah) tabung gas 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/
PID.SUS.ANAK/2019/PT.MKS tanggal 8 Oktober 2019 yang amar
lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 21 Agustus
2019 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pin, yang dimintakan banding

tersebut;

- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Kasasi-X/Akta
Pid.Sus/2019/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 28 Oktober 2018 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebagai Pemohon Kasasi, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 31
Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;
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Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pinrang pada tanggal 22 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2019 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pinrang pada tanggal 31 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /
Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena
judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex facti juga telah
melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang
dan judex facti tidak pula melampaui batas kewenangannya;

- Bahwa putusan judex facti / Pengadilan Tinggi Makassar yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menyatakan
Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan
menjatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar
selama 8 (delapan) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah
didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai
berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sedangkan hal

tersebut merupakan wewenang judex facti untuk menentukannya dan
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tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Judex
facti dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup
mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak
sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
(KUHAP), sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang
telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan
ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi
Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak tetap dipidana, maka Anak
dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Andi Samsan
Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Kasasi Anak tersebut serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.
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Panitera Pengganti, Hakim Kasasi Anak,
Ttd.- Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002
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